
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.856, 2021 KEMENPERIN. Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas 

Bea Masuk. Impor Barang Bahan. Industri Sektor 
Tertentu. Perubahan. 

 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31 

TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN 

UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR 

TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 

(COVID-19) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

telah berdampak pada produktivitas sektor industri 

tertentu yang berakibat pada menurunnya pertumbuhan 

ekonomi dan penerimaan negara serta stabilitas ekonomi; 

b. bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi bagi 

sektor industri tertentu yang terdampak pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung 

Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk 

Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor 

Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) 

huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
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68/PMK.010/2021 tentang Bea Masuk Ditanggung 

Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk 

Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor 

Tertentu yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) Tahun 2021; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea 

Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan 

Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh 

Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
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Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6487); 

7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); 

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea 

Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan 

Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh 

Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1160); 

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 170); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.010/2021 

tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor 

Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau 

Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 715); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN 

NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS BEA MASUK 

DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN 

BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA 

OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK 

PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah 

atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang 

dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1160) diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya 

disebut BM DTP adalah fasilitas bea masuk terutang 

yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana 

yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Perubahan. 

2. Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang 

selanjutnya disebut Industri Sektor Tertentu adalah 

industri yang terdampak pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) yang layak untuk 

diberikan BM DTP sesuai dengan kebijakan Pembina 

Sektor Industri. 
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3. Perusahaan Industri Sektor Tertentu yang 

selanjutnya disebut Perusahaan Industri adalah 

setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang 

usaha Industri Sektor Tertentu yang berkedudukan 

di Indonesia. 

4. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang 

setengah jadi, dan/atau bahan baku termasuk suku 

cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau 

dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau 

jasa. 

5. Gudang Berikat adalah tempat penimbunan berikat 

untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 

(satu) atau lebih kegiatan berupa 

pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, 

penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, 

pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam 

jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 

6. Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat 

untuk menimbun barang impor dan/atau barang 

yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean 

guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor 

atau diimpor untuk dipakai. 

7. Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus 

Pengusaha Kawasan Berikat yang selanjutnya 

disebut Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan 

hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan 

sekaligus pengusahaan Kawasan Berikat. 

8. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap 

Penyelenggara di Kawasan Berikat yang selanjutnya 

disebut PDKB adalah badan hukum yang 

melakukan kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat 

yang berada di dalam Kawasan Berikat milik 

Penyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus 

sebagai badan hukum yang berbeda.  

9. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat 

PLB adalah tempat penimbunan berikat untuk 

menimbun barang asal luar daerah pabean 


